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L2Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta
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ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan serta solusi dalam penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari perspektif petugas pajak di
Kota Yogyakarta. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang
menghambat kepatuhan wajib pajak serta mengevaluasi efektivitas strategi penagihan yang
diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan
teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penagihan PBB-P2 mencakup rendahnya
kesadaran wajib pajak, keterbatasan informasi mengenai prosedur pembayaran, serta
ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi di lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber
daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah juga menjadi kendala dalam
optimalisasi penerimaan pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD Kota
Yogyakarta menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan sosialisasi pajak kepada
masyarakat, optimalisasi sistem digital dalam pengelolaan pajak, serta kerja sama dengan
berbagai pihak dalam proses penagihan. Inovasi lain yang diterapkan termasuk program
jemput bola, pekan panutan PBB-P2, serta pelibatan Kejaksaan Negeri dalam penagihan
wajib pajak yang menunggak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengelolaan pajak daerah, terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta
efektivitas sistem penagihan PBB-P2 di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak
Daerah, BPKAD Kota Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penting dari penerimaan negara untuk pembiayaan
pembangunan, dan dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini, rencana pembangunan suatu daerah harus
difokuskan pada pencapaian kemandirian ekonomi atau desentralisasi. Kemandirian ini
termasuk pembiayaan pembangunan daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD),
yang merupakan bagian dari penyelengaraan pemerintah, mengatur bagaimana sumber
pendapatan daerah diterima sebagai hasil dari desentralisasi. Setiap daerah mempunyai hak
dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
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Berdasarkan UU HKPD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber pada pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah
Kota Yogyakarta selaku pelaksana otonomi daerah, berhak memungut pajak dan retribusi
daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah yang bisa dipungut oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta salah satunya adalah PBB-P2,. PBB-P2 adalah pajak yang
dikenakan atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan atas tanah dan bangunan. Sebagai
organisasi pemerintah yang bertugas mengelola pajak daerah, BPKAD Kota Yogyakarta
melakukan pemungutan terhadap berbagai jenis pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak daerah lainnya yang menjadi sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPKAD Kota Yogyakarta bertugas memastikan kepatuhan
wajib pajak sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan
menindaklanjuti pelanggaran terkait perpajakan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan PBB-P2 masih menghadapi banyak masalah,
tidak terkecuali di Kota Yogyakarta. Di antara tantangan tersebut adalah tingkat kesadaran
dan kepatuhan wajib pajak, hambatan administratif dalam pendataan objek pajak, maupun
kekurangan sumber daya dan teknologi untuk optimalisasi penagihan. Peran petugas
penagihan pajak daerah di Kota Yogyakarta penting untuk memastikan pendapatan asli
daerah tetap terjaga, salah satunya dengan kegiatan penagihan PBB-P2. Meskipun demikian,
tidak jarang petugas menghadapi berbagai masalah seperti kesulitan dalam mengidentifikasi
wajib pajak, masyarakat yang tidak terpapar dengan informasi mengenai PBB-P2, dan
strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk
menemukan solusi guna menyelesaikan hambatan dan tantangan yang ditemui petugas saat
kegiatan penagihan PBB-P2.

TINJAUAN PUSTAKA

Penagihan Pajak Daerah

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah
dengan mengoptimalkan proses penagihan pajak. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya
hubungan positif antara pelaksanaan penagihan dan peningkatan penerimaan pajak.
Penagihan pajak berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya (Azzahra & Purbaningrum, 2022). Dengan menerapkan sistem
penagihan yang efektif, petugas pajak dapat memastikan bahwa wajib pajak yang belum
memenuhi kewajibannya dapat segera melunasi pajaknya (Pratiwi et al., 2024). Oleh karena
itu, upaya penagihan yang terorganisir dengan baik dapat berkontribusi pada peningkatan
penerimaan pajak daerah (Fitria et al., 2020; Pratiwi et al., 2024).

Namun demikian, beberapa penelitian juga menemukan bahwa efektivitas penagihan dalam
meningkatkan penerimaan pajak masih menjadi tantangan. Studi yang dilakukan oleh Harjo
& Darmawan (2022) mengungkapkan bahwa upaya penagihan terhadap piutang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bekasi belum berhasil secara
optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil serupa juga ditemukan dalam
penelitian yang dilakukan oleh Nasrin & Priyawan (2024) di Kabupaten Manggarai Barat.
Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dalam proses penagihan menjadi aspek krusial yang
perlu dikaji lebih mendalam guna meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal.
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Di Kota Yogyakarta, pengelolaan PBB P2 berada di bawah wewenang BPKAD Kota
Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023,
BPKAD memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan terkait proses pendaftaran,
penetapan pajak daerah, mekanisme penagihan, serta strategi pengembangan pendapatan
daerah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan
penagihan PBB P2 serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Kota
Yogyakarta, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam
proses penagihan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Akuntansi Sektor Publik, penagihan pajak yang efisien
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Pendapatan yang meningkat
akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik, yang
sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Penagihan yang optimal dapat diartikan
sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai usaha untuk mendapat hasil yang
maksimal agar wajib pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah, penagihan pajak dapat dilakukan dalam hal utang pajak tidak dilunasi
setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan. Kepala Perangkat Daerah berwenang
melaksanakan penagihan pajak dengan mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, dan
menerbitkan Surat teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita,
Pengumuman Lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, dan surat dan media
lain yang diperlukan. Surat dan media lain yang dimaksud antara lain berupa surat imbauan,
penempelan stiker, dan/ atau penempelan plang. Dasar penagihan pajak adalah utang pajak
yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah,
surat keputusan angsuran, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Tabel 1 Realisasi Piutang PBB P2
Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun
Piutang (Rp) Realisasi Piutang (Rp)
2021 114.470.672.940,00 16.175.872.203,00
2022 130.688.990.463,00 15.125.995.666,00
2023 143.839.201.105,00 17.109.219.068,00

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa piutang PBB P2 di Kota Yogyakarta mengalami
kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya dari tahun 2021-2023. Realisasi penerimaan
piutang PBB P2 per tahunnya juga tidak pernah mencapai lebih dari dua puluh persen dari
keseluruhan piutang. Hal ini mengindikasikan bahwa penagihan PBB P2 yang dilakukan
masih belum efektif dan perlu dianalisis mengenai hambatan dan tantangan yang ditemui oleh
petugas penagihan PBB P2 agar dapat dicarikan solusinya.
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Mardiasmo
(2009) dalam konteks PBB menjelaskan bahwa pajak berfungsi untuk mendistribusikan
beban pajak secara adil kepada pemilik tanah dan/ atau bangunan dan dikenakan berdasarkan
nilai objek pajak. Sehingga, nilai objek yang lebih besar akan mendapatkan beban PBB P2
yang besar pula.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis
data mengenai hambatan dan solusi penagihan PBB P2 di Kota Yogyakarta. Data yang
digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari petugas subbidang penagihan
dan keberatan BPKAD Kota Yogyakarta melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan pada empat narasumber yang terdiri dari Informan terdiri dari satu
orang Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, satu orang Penelaah
Teknis Kebijakan, satu orang Juru Sita, dan satu orang Pengolah Data dan Informasi di
BPKAD Kota Yogyakarta, guna memperoleh perspektif mendalam mengenai efektivitas
kebijakan, hambatan pelaksanaan, serta upaya penyelesaiannya. Data yang dikumpulkan
mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi
kegiatan penagihan PBB P2.

Gambar 1

Observasi

SUMBER
DATA

Wawancara

Dokumentasi S o

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti akan melakukan
triangulasi data dalam analisisnya seperti skema gambar 1.1. Analisis ini dilakukan dengan
menggabungkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah
dilakukan. Metode triangulasi data diharapkan dapat membantu memastikan konsistensi
jawaban dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hambatan, tantangan,
dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan penagihan PBB-P2 di lingkup subbidang penagihan
BPKAD Kota Yogyakarta. Data yang diperoleh akan diolah untuk mengkonfirmasi informasi
dari berbagai sumber atau metode. Tujuan dari dilakukan triangulasi data adalah memastikan
bahwa temuan penelitian memiliki data yang valid dan tidak bias.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bisnis Penagihan PBB P2

Proses bisnis penagihan pajak daerah termasuk PBB P2 memiliki perbedaan dengan pajak
pusat, khususnya dari sisi kematangan instrumen hukum dalam melakukan tindakan
penagihan aktif. Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan tindakan penagihan adalah
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang ketentuan umum dan pelaksanaannya dituangkan ke Peraturan
Walikota Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Aturan tersebut
mengatur mengenai dasar penagihan, sanksi administrasi yang dikenakan, dan tindakan
penagihan dengan surat paksa. Kebijakan penagihan pajak daerah merupakan salah satu
upaya strategis yang dilakukan olen BPKAD Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Penagihan pajak daerah tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menjadi bagian
penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta pembangunan daerah. Dalam
rangka mencapai target penerimaan, BPKAD Kota Yogyakarta melakukan beberapa
kebijakan yang berbeda untuk melakukan penagihan pajak daerah.

PBB P2 merupakan pajak yang menganut sistem official assesment. Penagihan PBB P2
serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
menjual barang yang telah disita. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur
penagihan PBB-P2 dilaksanakan dengan aktif melalui penyampaian SPPT dan surat
himbauan untuk selanjutnya pemberitahuan surat paksa, kemudian melaksanakan penyitaan,
dan yang terakhir melelang barang yang disita.

SPPT PBB-P2 didistribusikan BPKAD Kota Yogyakarta kepada wajib pajak melalui
kelurahan, yang membagikan SPPT langsung kepada warga dengan bantuan perwakilan RT,
RW, dan Ketua Kampung. SPPT yang diterbitkan atau dicetak adalah jumlah surat
pemberitahuan pajak terutang yang dicetak sesuai dengan banyaknya objek pajak bumi dan
bangunan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2 Jumlah Distribusi SPPT

Tahun Jumlah SPPT
2021 95.782
2022 95.660
2023 97.246
2024 97.115

Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di
Wilayah Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menerapkan
melakukan berbagai upaya penagihan. Metode yang digunakan mencakup penagihan
lapangan atau door-to-door, pemanggilan wajib pajak, pekan pembayaran PBB-P2, pekan
panutan PBB-P2, serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui penerbitan Surat Kuasa
Khusus (SKK).
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Berbagai strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa WP memiliki akses yang lebih

mudah dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, serta mendorong kesadaran akan

pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

A. Penagihan Lapangan
Kebijakan penagihan berikutnya adalah kegiatan penagihan pajak lapangan atau door-to-
door. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi wajib pajak. Pada PBB
P2, penagihan door to door ini disebut juga kebijakan jemput bola. Dalam proses ini, tim
penagihan dari Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKAD Kota
Yogyakarta akan mendatangi rumah maupun lokasi usaha wajib pajak untuk memeriksa
serta menindaklanjuti pembayaran PBB P2 yang masih tertunggak. Sebelum pelaksanaan
penagihan di lapangan, petugas terlebih dahulu menyusun daftar nomor objek pajak
(NOP) yang memiliki tunggakan untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan wilayah
demi mempermudah proses penagihan. Setelah pembagian dilakukan, daftar wajib pajak
yang memiliki tunggakan akan dialokasikan kepada masing-masing petugas penagihan.
Hasil dari kegiatan penagihan ini pun beragam, mulai dari wajib pajak yang menolak
untuk membayar, objek pajak yang telah berubah fungsi menjadi fasilitas umum, rumah
yang kosong karena pemiliknya tidak lagi berada di lokasi, hingga wajib pajak yang
bersedia melunasi tunggakan pajaknya. Bagi wajib pajak yang menolak untuk membayar
tunggakan PBB-nya, petugas akan mencatat keterangan tersebut dalam berita acara
penagihan. Selanjutnya, wajib pajak akan dipanggil ke kantor melalui surat undangan
resmi. Jika setelah pemanggilan ini masih tidak ada penyelesaian pembayaran, langkah
berikutnya adalah menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diajukan ke Kejaksaan.
Wajib pajak yang masuk dalam daftar ini akan dipanggil untuk menghadiri pertemuan di
kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

B. Pemanggilan Wajib Pajak

Pemanggilan wajib pajak dilakukan dengan memanggil wajib pajak ke kantor BPKAD
Kota Yogyakarta dalam rangka pembahasan terkait pelunasan tunggakan. Kebijakan ini
diterapkan kepada wajib pajak PBB P2 yang sudah dilakukan tindakan penagihan
lapangan atau door to door. Pertama-tama, wajib pajak yang dipanggil akan diberikan
kesempatan untuk memberikan penjelasan dan Klarifikasi atas absennya kewajiban
perpajakan wajib pajak tersebut. Setelah sesi klarifikasi dilakukan, petugas kemudian
akan menyampaikan informasi yang lebih rinci mengenai total jumlah pajak yang masih
terutang oleh wajib pajak, termasuk perincian mengenai komponen-komponen pajak
yang harus dibayarkan, beserta kemungkinan adanya denda atau sanksi administratif
yang berlaku. Dengan informasi yang telah dijelaskan secara transparan, wajib pajak
diharapkan dapat memahami kewajibannya secara lebih menyeluruh dan memiliki
gambaran yang lebih jelas terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk
menyelesaikan kewajiban pajaknya. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dalam
diskusi tersebut, petugas akan memberikan rekomendasi mengenai opsi-opsi
penyelesaian yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk melunasi tunggakannya.
Rekomendasi ini disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi wajib pajak guna
memastikan bahwa solusi yang ditawarkan tetap realistis dan dapat dijalankan dengan
baik.
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Selain itu, petugas juga akan menjelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila
wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, termasuk kemungkinan penerapan
sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya mencapai solusi terbaik bagi semua pihak, petugas umumnya
akan menawarkan beberapa opsi penyelesaian yang dapat dipertimbangkan oleh wajib
pajak. Dengan adanya berbagai alternatif solusi yang tersedia, diharapkan dapat tercapai
kesepakatan yang bersifat win-win solution.

C. Pekan Pembayaran PBB P2

Pekan Pembayaran PBB-P2 adalah salah satu program BPKAD Kota Yogyakarta yang
bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta dalam memenuhi
kewajiban perpajakan, meningkatkan kesadaran perpajakan, serta mengoptimalkan
realisasi penerimaan PBB-P2 yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD). BPKAD Kaota Yogyakarta menjalin kerja sama dengan mitra pembayaran seperti
Bank BPD DIY, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Jogja, serta media pembayaran digital
seperti Shopeepay, Tokopedia, Gopay, Laku Pandai, dan PT Pos. Pekan pembayaran
PBB P2 yang diselenggarakan setiap hari Rabu melibatkan kerja sama dengan kelurahan
untuk menyampaikan surat tunggakan kepada masyarakat serta menyediakan tempat
sebagai lokasi pembayaran pajak. Dalam pelaksanaannya, BPKAD menerapkan sistem
jemput bola dengan mendatangi langsung masing-masing kelurahan di wilayah Kota
Yogyakarta, sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dengan lebih
mudah dan praktis tanpa harus datang ke kantor BPKAD. Kegiatan pekan pembayaran
PBB P2 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pembayaran
pajak secara elektronik. Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak semakin meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan
pendapatan pajak daerah secara signifikan.

D. Pekan Panutan PBB P2

Pekan Panutan PBB-P2 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota
Yogyakarta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan
masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan contoh nyata kepada masyarakat luas melalui keterlibatan berbagai pihak
yang dianggap memiliki pengaruh di lingkungan sosial, seperti para pengusaha, pejabat
public, serta tokoh masyarakat. Dengan kehadiran mereka sebagai panutan dalam
membayar pajak, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat lainnya
dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu. Pekan
Panutan PBB-P2 diselenggarakan dalam bentuk acara resmi yang dihadiri oleh berbagai
unsur pemerintahan, termasuk pejabat daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan
dari instansi terkait yang turut mendukung keberhasilan kebijakan perpajakan di Kota
Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat secara luas guna
membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pembayaran pajak sebagai salah
satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur,
meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung berbagai program pembangunan
lainnya.
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Kegiatan ini juga didukung dengan peliputan dari media agar informasi bisa
tersampaikan secara masif. Melalui penyelenggaraan Pekan Panutan PBB-P2, BPKAD
Kota Yogyakarta berupaya untuk mencapai beberapa tujuan seperti meningkatkan
jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal sebelum jatuh tempo,
mengurangi tingkat tunggakan pajak yang masih belum terselesaikan, serta
meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari sektor PBB-P2.

E. Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejaksaan Negeri

Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dilakukan untuk melakukan penagihan PBB P2
melalui pemanggilan wajib pajak untuk dimintai keterangan. Kebijakan ini diawali
dengan pembuatan perjanjian kerja sama antara kejaksaan negeri dan BPKAD Kota
Yogyakarta. Setelah perjanjian dibuat, BPKAD Kota Yogyakarta akan menerbitkan
Surat Kuasa Khusus (SKK) yang berisi pelimpahan wewenang penagihan pajak daerah
kepada Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, BPKAD akan mengirimkan daftar wajib pajak
yang perlu dilakukan pemanggilan dalam rangka penagihan kepada Kejaksaan Negeri.
Berdasarkan daftar tersebut, Kejaksaan Negeri melakukan penagihan pajak daerah yang
diawali dengan pemanggilan wajib pajak. Wajib pajak akan dimintai keterangan
mengenai alasan kenapa tidak bisa melunasi, kapan bersedia melunasi, dan jangka waktu
terakhir melunasi. Keterangan yang dikumpulkan tersebut akan dituangkan dalam bentuk
Berita Acara yang menjadi dasar tindakan penagihan berikutnya. Kebijakan ini terbilang
cukup efektif khususnya dalam memberikan efek kejut kepada wajib pajak sekaligus
efek jera. Beberapa wajib pajak merasa takut dan pada akhirnya memilih untuk melunasi
kewajiban perpajakannya.

Kendala dalam Penagihan

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota
Yogyakarta merupakan salah satu upaya utama BPKAD Kota Yogyakarta dalam
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prosedur penagihan ini mencakup berbagai
tahapan, mulai dari teguran administratif, penerbitan Surat Paksa, hingga tindakan lebih
lanjut seperti penyitaan dan penyanderaan bagi wajib pajak (WP) yang tidak memenuhi
kewajibannya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024, yang memberikan kerangka hukum serta prosedur yang
harus diikuti oleh petugas pajak. Meskipun sistem penagihan ini telah dirancang secara
sistematis, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, baik dari aspek teknis
maupun non-teknis, yang menghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Salah satu kendala utama yang ditemui adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat
terhadap kewajiban membayar PBB-P2. Banyak WP yang masih belum memahami
pentingnya pembayaran pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Beberapa WP beranggapan bahwa pembayaran PBB-P2 bukan merupakan prioritas, terutama
bagi warga masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini mengakibatkan
terjadinya keterlambatan atau bahkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Selain itu,
persepsi negatif terhadap pajak juga masih ditemukan. Wajib
Pajak merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran PBB-P2 meskipun pajak
tersebut berperan dalam pendanaan berbagai fasilitas publik dan infrastruktur.
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Dari segi teknis, validitas data WP menjadi hambatan tersendiri. Banyak kasus ditemukan di
mana data dalam sistem perpajakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, baik
dikarenakan oleh perubahan kepemilikan objek pajak yang belum diperbarui, kesalahan
pencatatan, maupun perubahan luas tanah atau bangunan yang tidak tercatat dalam basis data
perpajakan. Sistem informasi yang digunakan saat ini, seperti SISMIOP (Sistem Informasi
Manajemen Objek Pajak) dan SIG (Sistem Informasi Geografis) telah membantu dalam
pengelolaan data pajak, tetapi kedua sistem tersebut masih memiliki keterbatasan dalam
menangani dinamika perubahan data WP yang sangat dinamis. Kurangnya sumber daya
manusia untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan juga memperburuk kondisi ini
sehingga mengakibatkan selisih antara data sistem dan fakta di lapangan.

Kendala lainnya yang kerap dihadapi adalah variasi kemampuan ekonomi WP dalam
membayar pajak. Meskipun PBB-P2 didasarkan pada nilai objek pajak (NJOP) yang telah
ditetapkan, ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan besaran pajak yang harus
dibayarkan. Beberapa WP dengan kondisi finansial yang kurang baik mengalami kesulitan
dalam melunasi pajak tepat waktu, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini
menyebabkan meningkatnya jumlah tunggakan pajak yang pada akhirnya berdampak pada
penerimaan daerah yang tidak optimal. Selain itu, kendala teknis lain seperti kurangnya
keterlibatan aktif pihak eksternal dalam membantu proses penagihan juga menjadi hambatan
dalam memastikan kepatuhan pajak yang lebih luas.

Solusi yang Diterapkan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BPKAD Kota Yogyakarta telah
mengimplementasikan berbagai strategi yang bersifat persuasif maupun represif guna
meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar PBB-P2. Salah satu langkah yang terus
ditingkatkan adalah diadakannya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak daerah.
Sosialisasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan berbagai
pihak termasuk Ketua RW, Ketua Kampung, serta perangkat kelurahan. Sosialisasi tatap
muka dengan warga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih
jelas terkait kewajiban perpajakan mereka. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung
dilakukan melalui pemasangan spanduk, penyebaran brosur, serta pemanfaatan media sosial
sebagai sarana edukasi berbasis digital. Upaya ini bertujuan untuk mengubah pola pikir
masyarakat dengan menekankan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dari sisi teknis, BPKAD telah menginisiasi program pemutakhiran data perpajakan secara
berkala untuk memastikan keakuratan informasi yang tercatat dalam sistem. Pemanfaatan
teknologi informasi juga semakin ditekankan dalam proses verifikasi dan pemantauan pajak
dengan memperkuat integrasi antara sistem SISMIOP dan SIG agar lebih responsif terhadap
perubahan data di lapangan. Selain itu, dilakukan pula kerja sama dengan berbagai instansi
terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga keuangan, untuk
mempercepat proses validasi dan pencocokan data kepemilikan tanah dan bangunan.

Strategi lain yang diimplementasikan adalah kombinasi metode penagihan persuasif dan
represif. Penagihan persuasif dilakukan melalui pendekatan yang lebih lunak, seperti
pengiriman surat imbauan dan teguran, serta diskusi penyelesaian utang pajak bagi WP yang
mengalami kendala keuangan. Bagi WP yang tidak menunjukkan itikad baik dalam
menyelesaikan tunggakan pajaknya, diterapkan mekanisme penagihan represif berupa
penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, pemblokiran aset,
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serta penyitaan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, inovasi dalam
metode penagihan juga telah dilakukan dengan memperkenalkan layanan mobil SiJak (Sistem
Informasi Pajak), yang memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak lebih mudah
melalui pelayanan keliling. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses
pembayaran terutama bagi WP yang mengalami kendala mobilitas atau kurang memahami
prosedur administrasi pajak.

Selain itu, strategi pemasangan stiker di objek pajak pribadi atau tempat usaha WP yang
menunggak pajak juga telah diterapkan sebagai bentuk tekanan moral agar WP segera
menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya regulasi khusus mengenai pemasangan stiker
ini, langkah penagihan menjadi lebih efektif dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kegiatan
Pekan PBB-P2 dan Pekan Panutan, yang secara rutin diadakan oleh BPKAD Kota
Yogyakarta, juga menjadi upaya lain dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakin akan terus digalakkan ke depannya,
termasuk dengan mengembangkan media digital untuk mengawaso pajak secara real-time
serta penerapan pembayaran pajak berbasis QRIS dan dompet digital guna meningkatkan
kemudahan dalam transaksi. Pemanfaatan data analitik juga perlu dioptimalkan untuk
memprediksi pola pembayaran WP dan menyusun strategi penagihan yang lebih efektif.
Dengan berbagai inovasi dan perbaikan sistem yang terus dilakukan, diharapkan jumlah
tunggakan pajak dapat diminimalisir dan penerimaan PAD Kota Yogyakarta dari sektor PBB-
P2 semakin meningkat secara berkelanjutan

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Yogyakarta telah diatur melalui
regulasi daerah dan didukung oleh berbagai strategi penagihan. Proses pemungutan pajak
mencakup distribusi SPPT, pengiriman surat teguran, penagihan langsung, serta penerapan
sanksi administratif bagi wajib pajak (WP) yang menunggak. Inovasi dalam metode
pembayaran, seperti penggunaan QRIS dan layanan mobil pajak keliling (SiJak), juga telah
diterapkan untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat.

Petugas penagihan pajak daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan
WP melalui berbagai strategi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, edukasi pajak melalui
media digital, serta penyelenggaraan program Pekan Panutan dan Pekan Pembayaran PBB-
P2. Selain itu, pemanggilan WP yang menunggak dan optimalisasi sistem digitalisasi
perpajakan juga menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas penagihan.

Pada pelaksanaannya penagihan PBB P2 masih ditemui hambatan dalam meningkatkan
kepatuhan WP. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan,
ketidaksesuaian data perpajakan, kendala ekonomi WP, serta perlawanan pasif dan aktif
terhadap pembayaran pajak menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan sumber daya
dalam melakukan verifikasi data dan penagihan langsung turut menghambat optimalisasi
penerimaan pajak daerah.
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Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPKAD telah menerapkan strategi peningkatan
sosialisasi dan edukasi, pemutakhiran data perpajakan, serta kombinasi pendekatan persuasif
dan represif dalam penagihan pajak. Inovasi dalam metode pembayaran dan kerja sama
dengan instansi eksternal, seperti Kejaksaan Negeri dan Satpol PP. Upaya-upaya ini
diimplementasikan guna meningkatkan kepatuhan WP dan efektivitas sistem penagihan.
Dengan solusi tersebut, diharapkan sistem pemungutan PBB-P2 dapat semakin efisien,
mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, dan berkontribusi terhadap pembangunan
berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan
efektivitas sistem penagihan PBB-P2 di Kota Yogyakarta. Pertama, peningkatan edukasi dan
sosialisasi perlu dilakukan dengan memperluas jangkauan informasi melalui media digital
agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peran tokoh masyarakat dan perangkat
kelurahan harus dioptimalkan dalam mengedukasi warga mengenai pentingnya membayar
pajak daerah.

Kedua, optimalisasi sistem informasi perpajakan menjadi langkah krusial dengan
mengintegrasikan sistem seperti SISMIOP dan SIG untuk meningkatkan validitas data WP
dan objek pajak. Selain itu, pengembangan aplikasi pengawasan pajak yang memungkinkan
masyarakat melaporkan informasi perpajakan secara mandiri juga perlu dilakukan.

Ketiga, perbaikan mekanisme penagihan dapat diterapkan melalui sistem pengingat otomatis
agar WP lebih disiplin dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo. Di samping itu, kerja
sama dengan Kejaksaan Negeri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu ditingkatkan
guna mempercepat validasi kepemilikan tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak.

Keempat, penerapan insentif dan sanksi yang lebih efektif juga menjadi strategi penting.
Insentif seperti diskon atau pengurangan denda dapat diberikan kepada WP yang membayar
pajak lebih awal. Sebaliknya, sanksi yang lebih tegas seperti pembatasan akses layanan
publik atau penyitaan aset sesuai ketentuan hukum harus diterapkan bagi WP yang terus
menunggak pajak.

Kelima, peningkatan kapasitas petugas pajak perlu mendapat perhatian khusus. Pelatihan
rutin terkait teknik komunikasi dan pendekatan persuasif dalam penagihan pajak harus
diberikan guna meningkatkan efektivitas kerja petugas. Selain itu, penambahan jumlah
petugas pajak lapangan juga diperlukan agar penagihan langsung (door-to-door) dapat
berjalan lebih optimal.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan pengelolaan PBB-P2 di Kota
Yogyakarta dapat lebih efektif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung
penerimaan pajak daerah yang lebih optimal untuk pembangunan berkelanjutan.
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